BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan diatas dapat dihasilkan suatu

simpulan sebagai berikut:

Hakim perkara pidana melalui putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015
meniadakan sanksi pidana denda sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar) rupiah
yang sebelumnya telah dijatunkan kepada PT.Kalista Alam selaku pemohon
kasasi/terdakwa oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dengan putusan Nomor
131/Pid.B/2013/PN.MBO dan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan
putusan Nomor 201/ PID / 2014/ PT BNA. Sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan dasar, PT. Kalista Alam selaku
pemohon kasasi/terdakwa telah melakukan tindak pidana pembukaan lahan
dengan cara membakar yang diatur dalam pasal 69 ayat (1) huruf (h) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 20009.

Hakim meniadakan sanksi pidana denda bagi PT. Kalista Alam selaku
pemohon kasasi/terdakwa dalam putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015 melalui
pertimbangan bahwa kerugian negara dalam bentuk pemulihan telah dibebankan
dalam putusan perkara perdata Nomor 651/K/PDT/2015 yang berhubungan
dengan perkara a quo.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diatas, alasan yang terdapat
didalam pertimbangan hakim untuk meniadakan penjatuhan sanksi pidana kepada
PT. Kalista Alam selaku pemohon kasasi/terdakwa tidak termasuk dalam alasan
peniadaan sanksi pidana yang diatur didalam ketentuan undang-undang. Serta
terdapat kekeliruan hakim yang tidak memperhatikan perbedaan antara tujuan
pemberian sanksi pidana dan sanksi perdata, karena kekeliuran tersebut hakim
menggantikan penjatuhan sanksi pidana dengan sanksi perdata. Selain hal
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tersebut hakim perkara pidana dalam mengeluarkan putusan Nomor 1554
K/PID.SUS/2015 seakan terikat oleh putusan perkara perdata Nomor 651
K/PDT/2015, sedangkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
1956 menyatakan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh

putusan dari perkara perdata.

Saran
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis memeberikan

saran kepada Hakim-hakim serta Lembaga peradilan, yaitu:

Untuk memperhatikan dan memahami dengan jelas tentang persamaan dan
perbedaan yang terdapat didalam hukum pidana dan hukum perdata saat
memeriksa perkara yang memuat dua hukum bersamaan dan dalam membuat
pertimbangan dalam suatu putusan didasari oleh ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan dalam undang-undang. Memperhatikan keterikatan antara peradilan
perkara perdata dan peradilan perkara pidana dalam suatu perkara yang memuat
dua bidang hukum diatas.

Selain saran kepada Lembaga Peradilan, penulis juga meberikan saran
kepada lembaga pemerintah yaitu DPR untuk merumuskan kedalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai penggagabungan perkara
perdata dan pidana sehingga dapat menjalankan pemeriksaan dalam waktu yang
sama guna mengurangin biaya dan waktu yang dibutuhkan. Sebab penggabungan
yang terdapat dalam KUHAP saat ini hanya tidak dapat digunakan terhadap

perkara-perkara yang bersifat rumit.
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